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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) yang mempunyai dasar ideologi 
Pancasila. Berdasarkan Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” dijelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia di mata hukum kedudukannya satu sama 
lain adalah sama. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat suatu 
keadilan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun keadilan yang 
berasal dari pemerintah (Elva Roza Nur’ Afifah, 2010: 1). 
Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun dari segi modus, macam, jenis dan lain-
lain sudah semakin berkembang khususnya kejahatan tindak pidana korupsi yang telah masuk 
sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang 
menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas 
kehidupan perekonomian nasional saja tetapi juga meghambat pembangunan nasional serta 
memberi dampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi 
ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana dalam 
menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara yang luar 
biasa untuk mengatasinya (Elva Roza Nur’ Afifah, 2010: 1). 
Korupsi adalah fenomena kejahatan yang sudah lama sekali terjadi di dunia. Korupsi 
sebagai bentuk dari degradasi moral, ketidakjujuran, kebusukan, dan penyalahgunaan 
wewenang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan pada abad ke empat sebelum masehi, 
Kautillya seorang filsuf dan perdana menteri di kerajaan kuno India telah menulis mengenai 
korupsi dalam bukunya Arthasastra yang dikutip oleh Pranab Bardhan: 
Just as it is impossible not to taste the honey (or the poison) that finds itself at 
the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at 
least, a bit of the king’s revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be 
found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed 
in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves). 
Ungkapan tersebut membuktikan bahwa praktik-praktik korupsi sudah terjadi sejak 
zaman dahulu, bahkan sejak zaman sebelum masehi, maka dari itu korupsi merupakan salah 
satu kejahatan moral yang dari dulu sulit untuk diberantas dan menimbulkan dampak yang 
buruk terhadap kehidupan Negara (Herlambang Budi P., 2015: 1). 
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan 
ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi 
extra-ordinary crime. Jika di analogikan sebagai penyakit, korupsi di Indonesia telah 
berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi 
masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit / pejabat. Pada tahap 
endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, lalu pada tahap kritis, 
ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. 
Boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah menjangkiti seluruh individu dan menjadi 
sangat kritis sehingga dapat dikategorikan dalam tahap sistemik (Abu Faida’ Abdur Rafi, 
2006: xxi). Korupsi yang dilakukan oleh berbagai instansi dengan melibatkan para pengambil 
otoritas tertinggi dalam instansi tersebut dapat menyebabkan celah terjadinya tindak pidana 
korupsi oleh pihak-pihak lain. Mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan golongannya saja (Zuhri Sayfudin, 2011: 18) 
Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang 
gerak para koruptor secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai rintangan 
sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap masa depan penegakan hukum di 
Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini 
disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul adanya mafia 
peradilan (judicial corruption) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode 
penegakan hukum dalam suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen 
serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
efektif dan profesional (Elva Roza Nur’ Afifah, 2010: 1-2). 
Menurut Dudu Duswara Machmudin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak 
terkendali kemungkinan besar akan membawa bencana dan tidak saja terhadap kehidupan 
keuangan negara, perekonomian nasional serta menghambat pembangunan nasional 
melainkan juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara Menurut Stephen J.H Dearden 
mengemukakan bahwa korupsi memperlambat penanaman modal asing. Konsekuansi di 
bidang politik dan dibidang ekonomi. Menurut Sum Manit memberi dampak signifikan dalam 
bidang sosial. O.C. Kaligis berpendapat bahwa korupsi mendemoralisasi populasi dan 
mengakibatkan berkurangnya keyakinan institusi negara. Akibat adanya korupsi yang terjadi 
di berbagai instansi akan memberikan dampak terhadap keuangan pusat dan daerah (Zuhri 
Sayfudin, 2011: 19). 
“Corruption Perception Indeks is an aggregate indicator that ranks countries in term 
of the degree to which corruption is perceived to exist among public officials and politicians. 
It is a composite index drawing on corruption-related data by a variety of independent and 
reputable institutions.” (transparency international.org diakses pada 3 Juli 2015. Pukul 
08.13). Dalam penghitungan indeks persepsi korupsi Negara dengan nilai rendah dinyatakan 
sebagai Negara yang lebih korup, sedangkan Negara dengan nilai lebih tinggi dinyatakan 
lebih bersih, dengan skala 0-100. Dimana negara dengan nilai mendekati 0 merupakan negara 
sangat korup dan negara dengan nilai mendekati 100 adalah negara paling bersih. Indonesia 
sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah memiliki nilai indeks persepsi 
korupsi lebih dari 35 yang membuat peringkat Indonesia selalu berada dibawah seratus. Hal 
ini membuktikan betapa tingginya tingkat korupsi di Indonesia telah masuk ke semua sektor 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rentang kurun waktu dari 2002 sampai 2013 
tersebut indeks persepsi korupsi Indonesia selalu berada di jajaran Negara-negara yang rentan 
korupsi dan tingkat korupsinya termasuk kategori tinggi (Herlambang Budi P., 2015: 4).  
Semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, 
mengindikasikan bahwa mekanisme keuangan baik di tingkat pusat dan di daerah masih 
banyak didominasi oleh para  birokrat dengan karakteristik kleptokrat yang maniak dan haus 
untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggadaikan uang rakyat. Hal tersebut juga 
memaksa pemerintah untuk melakukan penjualan aset-aset negara untuk menutupi terjadinya 
defisit yang ironisnya harga tersebut sangat jauh dibawah harga pasar dan penjualan ini 
memiliki dampak jangka panjang bagi kerugian negara, karena aset-aset negara itu 
merupakan penyumbang rutin bagi pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatn dan 
Belanja Negara (APBN). Besar dan cepatnya pergerakan mark up Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pejabat daerah juga sangat menguras keuangan 
dari pusat untuk secara berkelanjutan memberikan dana dan subsidi pada tiap daerah. 
Pengadaan barang dan jasa yang berlebihan yang seharusnya mampu dicukupi oleh daerah 
harus ditutupi dengan kucuran dana dari pemerintah pusat. Kebocoran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terkelola dengan administrasi yang baik dan benar 
akan memberikan celah bagi timbulnya praktek-praktek mark up di daerah (Zuhri Sayfudin, 
2011: 20-21). 
Salah satu daerah di negara ini yang mengalami kebocoran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) karena tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah atau Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu Kabupaten Boyolali. Kasus tindak pidana 
korupsi di Kabupaten Boyolali tersebut merupakan penyimpangan dalam proses 
penganggaran dan pengelolaan anggaran satuan kerja DPRD dan sekretariat DPRD 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 yang merugikan keuangan negara sebesar kurang 
lebih Rp 3.160.711.158,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu 
seratus lima puluh delapan rupiah) (http://www.kejari-boyolali.go.id/Perkara/nomor-pds-05-
0-3-29ft-1byl042009 diakses pada 4-Juli-2015. Pukul 20.00) Kasus tindak pidana korupsi 
APBD dana Purna Bakti anggota DPRD periode 1999-2004 Kabupaten Boyolali tersebut 
sampai saat ini masih dalam tahapan pengembangan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri 
Kabupaten Boyolali yang sebelumnya telah melakukan eksekusi kepada dua orang menjadi 
terpidana yaitu, mantan ketua DPRD Boyolali periode 1999-2004, Miyono dan mantan Wakil 
Ketua DPRD Boyolali, Subakir (http://cakrasemarang.tv/index.php/tersangka-korupsi-dana-
purnabakti-diperiksa-kejari# diakses pada 4 Juli 2015. Pukul 16.00). 
Mantan ketua DPRD Boyolali periode 1999-2004, Miyono, dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD dana Purna Bakti anggota DPRD periode 
1999-2004 yang merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 3.160.711.158,00 (tiga 
milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan 
rupiah), oleh Majelis Pengadilan Negeri Boyolali pada Jumat 2 Oktober 2009. Terdakwa 
divonis dua tahun enam bulan penjara, denda senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) subsidair satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp 
83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sidang perkara tindak pidana 
korupsi APBD Kabupaten Boyolali 2004 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Boyolali 
dipimpin hakim ketua, Titik Tejaningsih SH, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai 
dakwaan subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 3 Juncto Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 
(1) KUHP. Namun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
yang menuntut terdakwa dihukum tiga tahun enam bulan penjara dan membayar denda Rp 
100.000.000,00 (serratus juta tupiah) subsidair enam bulan kurungan 
(http://www.solopos.com/2009/10/02/mantan-ketua-dewan-divonis-25-tahun-5627 diakses 
pada 5-Juli-2015. Pukul 08.00). 
Mantan wakil ketua DPRD Boyolali, Subakir, dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi APBD dana Purna Bakti anggota DPRD periode 1999-2004 
yang merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 3.160.711.158,00 (tiga milyar dua 
ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), oleh 
Majelis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pasal yang di dakwaan adalah 
Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (http://www.kejari-boyolali.go.id/Perkara/nomor-
pds-01-0-3-29ft-1byl012009 diakses pada 4-Juli-2015. Pukul 20.00). 
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menguatkan, vonis sebelumnya, 
dengan putusan banding yang menyatakan Subarkir turut serta dalam tindak pidana korupsi 
APBD dana Purna Bakti anggota DPRD periode 1999-2004 tersebut. Dalam vonis yang 
disampaikan pada 5 September 2012 itu, Subakir diputus pidana penjara selama dua tahun 
tiga bulan. Selain itu, dalam putusan sidang banding yang dipimpin Hakim Ketua Djohan 
Afandi itu menyatakan Subakir didenda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ruiah). Salah satu 
jaksa dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang menangani kasus itu, Nur Hasanah, 
menyampaikan  hasil putusan banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada 
Pengadilan Negeri Semarang sebelumnya dan upaya hukum banding tidak mencapai hasil 
pengurangan hukuman dan tetap dinyatakan turut serta dalam korupsi dana Purna Bakti Rp 
3.160.711.158,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus 
lima puluh delapan rupiah). Subakir dinilai turut menikmati bagian dana itu, yakni senilai 
Rp74.209.520 (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) 
(http://www.solopos.com/2012/11/07/wakil-ketua-dprd-sandang-jadi-narapidana-345883 
diakses pada 5-Juli-2015. Pukul 09.00). 
Menghadapi latar belakang masalah yang sama yaitu kasus tindak pidana korupsi 
APBD dana Purna Bakti anggota DPRD periode 1999-2004 pada putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali kapada mantan Ketua DPRD Boyolali periode 1999-2004, Miyono, dan putusan 
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang  kepada Mantan wakil ketua DPRD 
Boyolali, Subakir, yang di jatuhi hukuman pidana yang dinilai lebih ringan dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, meskipun melalui pengadilan yang berbeda dimana Pengadilan yang 
menangani khusus tindak pidana korupsi yang seharusnya meningkatkan kapasitas sumber 
daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta 
mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga 
dalam sistem hukum nasional belum tercapainya, hal tersebut termuat dalam konsideran 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi juga menjadi tujuan dari Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun sebelum ada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
Pembentukan Pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang seharusnya dapat 
mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu pemberantsan tindak pidana korupsi di tingkat 
daerah diseluruh daerah di Indonesia, justru dinilai merupakan usaha yang sia-sia karena 
pembentukannya yang terburu-buru tanpa persiapan yang matang dari kualitas hakim yang 
poroses rekrutmen yang kurang matang yang dapat berpengaruh pada putusan terhadap 
perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut nilai hanya sebagai pemenuhan atau pelaksanaan 
hasil judical review terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-
016-019/PPU-IV/2006; Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4250) tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan ini 
diucapkan (http://nasional.inilah.com/read/detail/1793501/pengadilan-tipikor-daerah-cacat-
sejak-lahir  Diakses pada 5-Juli-2015. Pukul 09.20) 
 
Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, hal tersebut menimbulkan 
ketertarikan dan melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dan mengangkatnya lebih 
lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DENGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI SEMARANG DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI DANA PURNA 
BAKTI DPRD BOYOLALI PERIODE 1999-2004” 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar 
permasalahan yang hendak diteliti menjadi lebih jelas dan terfokus serta penulisan penelitian 
hukum ini mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah terkait 
kasus korupsi dana Purna Bakti DPRD Boyolali periode 1999-2004? 
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan 
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam menangani kasus korupsi 
dana Purna Bakti DPRD Boyolali periode 1999-2004? 
 
